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ABSTRAK 

Haripan Nahampun, 201510115163, Analisis Yuridis Kompetensi Absolut 

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Memutus Objek Sengketa 

Hubungan Industrial (Studi Kasus Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT). 

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mempunyai dua tujuan. Pertama, 

untuk mengetahui mengenai Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha 

Negara dalam Memutus Objek Sengketa Hubungan Industrial. Kedua, untuk 

mengetahui apakah putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT telah memberikan 

rasa keadilan terhadap perusahan terkait proses Peradilan Tata Usaha Negara. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 

dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data yang digunakan 

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam putusan Nomor : 

261/G/2014/PTUN-JKT yang telah Menyatakan  bahwa Objek Sengketa yaitu 

Surat Keputusan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementrian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 23/PPK-NKJ/IX/2014 tentang 

Penetapan Kekurangan Upah Lembur, bukan merupakan Objek Sengketa PTUN, 

tapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial. Sementara 

dalam Pasal 47 dan Pasal 1 ayat 4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

secara jelas dapat dilihat bahwa Surat Keputusan tersebut merupakan objek 

sengketa pada bidang Tata Usaha Negara karena lahir dari Pejabat Tata Usaha 

Negara. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa putusan Nomor : 

261/G/2014/PTUN-JKT belum sejalan dengan apa yang telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana  dijelaskan bahwa Objek 

sengketa TUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, 

dan oleh karenya maka menjadi Kompetensi Absolut PTUN untuk memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara. 

 

Kata Kunci : Kompetensi Absolut, Sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata 

Usaha Negara. 
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ABSTRACT 

Haripan Nahampun, 201510115163, Juridical Analysis the Absolute 

Competence of State Administrative Court in Deciding of Industrial Relation 

Disputes (Case Study Number: 261/G/2014/PTUN-JKT).  

In This Regar, this study has Two Objectives. One, To find out about the Absolute 

Competence of the State Administrative Court in Deciding the Object of Industrial 

Relations Disputes. Two, to find out whether the decision Number  : 

261/G/2014/PTUN-JKT has given the company a sense of justice related to the 

process of the State Administrative Court. The research method used in this study 

is normative juridical with descriptive analysis analysis specifications, the data 

sources used in the form of primary legal materials, secondary legal materials, 

and tertiary legal materials. Based on the results of the study indicate that in the 

decision Number: 261/G/2014/PTUN-JKT which has stated that the object of the 

dispute is Decree on the Re-Establishment of Labor Inspectors at the Directorate 

of Manpower Supervision Development of the Ministry of Manpower and 

Transmigration of the Republic of Indonesia  Number: 23/PPK-NKJ/IX/2014 

concerning Determination of Overtime Wages, is not an PTUN Dispute Object, 

but is the authority of the Industrial Relations Court. Whereas in Article 47 and 

Article 1 paragraph 4, Law Number 5 Year 1986 joes Law Number 51 Year 2009 

concerning the State Administrative Court it can be seen clearly that the Decree 

was the object of a dispute in the field of State Administration because it was born 

from the State Administration Officer. 

 

The conclusion in this study is the decision number : 261/G/2014/PTUN-JKT has 

not been regulated by what has been regulated in Law Number 5 Year 1986 in 

conjunction with Law Number 51 Year 2009 concerning State Administrative 

Courts. Which is explained that the object of the TUN dispute is a decision issued 

by a TUN Agency or Officer, and therefore it becomes the PTUN Absolute 

Competence to examine, decide and resolve disputes in the state administration.  

Keywords : Absolute Competence, State Administrative Disputes, Adiministrative 

Court. 
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